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Abstrak
 

Transaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam

Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang

berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas

pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tertuang di

dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN PMSE di

Indonesia yang ditinjau dari prinsip pemajakan atas e-commerce serta membandingkan pengenaan PPN

PMSE di Indonesia dengan GST of Digital Services di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah

pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang

digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi

lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN PMSE di

Indonesia masih belum memenuhi prinsip kepastian dan prinsip efektivitas karena atas sanksi yang diatur

dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 adalah sanksi yang diatur dalam UU KUP sementara yang ditunjuk

sebagai pemungut PPN PMSE bukan merupakan BUT, selain itu hingga saat ini belum bisa melakukan

monitoring, pengawasan, dan mendapatkan data pembanding untuk memastikan Pemungut PPN PMSE telah

comply. Adapun terkait perbandingan dengan Indonesia-Singapura, ditemukan beberapa perbedaan yaitu

Indonesia memungut PPN melalui mekanisme Penunjukan Pemungut PPN PMSE sedangkan di Singapura

harus mendaftarkan diri secara mandiri apabila telah mencapai treshold. Kemudian, Singapura memiliki

sistem pengawasan atas transaksi digital melalui mekanisme National Payment Gateway (NPG). Dengan

adanya permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan yang jelas dan tidak

multitafsir dan atas sistem pengawasan berupa NPG yang diterapkan di Singapura tersebut dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia untuk memastikan bahwa para pemungut PPN PMSE

telah comply.

......Digital transactions increasingly dominate trading systems in this era. The imposition of VAT on

consumption in the Customs Territory, imposed regardless of where the goods and/or services come from,

including those from outside the Customs Territory. This study discusses the policy of Value Added Tax on

the utilization of Intangible Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) from outside the Customs

Territory within the Customs Territory through Electronic System Trade (PMSE) contained in PMK No.

48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the imposition of PMSE VAT in Indonesia which is reviewed

from the principle of taxation on e-commerce and compare the imposition of VAT pmse in Indonesia with

GST of Digital Services in Singapore. The research method used is a quantitative approach with a post

positivist paradigm with descriptive research types. The types of data used are primary and secondary data

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920534059&lokasi=lokal


with data collection techniques of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results

of this study concluded that the application of VAT PMSE in Indonesia still does not meet the principle of

certainty and principle of effectiveness because the sanctions stipulated in PMK No. 48/PMK.03/2020 are

sanctions stipulated in the Kup Law while designated as PMSE VAT collectors are not PE, other than that

until now have not been able to monitor, supervise, and obtain comparative data to ensure that pmse VAT

collectors have complied. As for the comparison with Indonesia-Singapore, there are some differences,

namely Indonesia collects VAT through the mechanism of Appointment of VAT Collectors PMSE while in

Singapore must register independently if it has reached treshold. Then, Singapore has a surveillance system

for digital transactions through the National Payment Gateway (NPG) mechanism. With these problems, the

government is expected to immediately make clear and not multi-interpretation regulations and on the npg

surveillance system implemented in Singapore can be used as a consideration for the State of Indonesia to

ensure that the PMSE VAT collectors have complied.


